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SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR DAN TANGGAL SPK
Nomor : 04/PPK/SPK/ /Kebersihan Dinas/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

NOMOR DAN TANGGAL SURAT PESANAN :
Nomor : 03/PPK/Kebersihan Dinas/I/2024

BELANJA JASA TENAGA Tanggal : 02 Januari 2024

! KEBERSIHAN DINAS NOMOR 1D FAKET E KATALOG :
PERINDUSTRIAN KOFERASI Nomor : KBZ-035474857
USAHA KECIL MENENGAH SPK

sebagaimana diatur dalam SPK ini.

ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal
diterbitkannya SFMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan |

MEMERINTAHKAN KEFADA : FT. AFANTA GEMILANG PERRA'M

SUMBER DANA : dibebankan atas :'tPBD KOTA YOGYAKARTA Tahun inggarcm 24 uutuL mata |
anggaran kegiatan FENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Kode Rekening  2.17.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0030

.WhKTU PELAKSANAAN F’EKERJA&N 12 (dua belas) bulan dari tanggal 02 januari 2024 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2024

NILAI PEKERJAAN

Jenis Volume Mata | Harga Satuan | Harga Tanggal Total Harga
Barang/Jasa Uang Kirim Pengiriman
Petugas Cleaning
Service
Cleaning Senior 36 IDR | Rp3.900.000,00 | Rp 0,00 2 Januari 2024 Rp 140.400.000,00
TOTAL Rp.140.400,000,00

IL.

Cara Pembayaran :
Pembayaran dilakukan dengan sistem Termin dengan rincian sebagai berikut :

Termin pertama dibayarkan sebesar Rp. 35.100.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu
Rupiah) setelah PENYEDIA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan bulan Januari,
Februari, Maret 2024, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penyerahan
Hasil Pekerjaan

Termin Kedua dibayarkan sebesar Rp. 35.100.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu
Rupiah) setelah PENYEDIA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan bulan April, Mei,
Juni 2024, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penyerahan Hasil Pekerjaan

IV.

e—— TG L O DAL JUIT,
~ Agustus, September 2024, yang dinyatakan dtngan Bemta Acara Pemeriksaan/Penyerahan
Hasil Pekerjaan

Termin Keempat dibayarkan sebesar Rp. 35.100.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu
Rupiah)setelah PENYEDIA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan bulan Oktober,
November, dan Desember 2024, yang dinyatakan dengan Berita Acara
Pemeriksaan/Penyerahan Hasil Pekerjaan dan untuk Pekerjaan Bulan Desember 2023
dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan Progres sebesar 1 (satu) bulan pekerjaan
(Desember 2024) yaitu sebesar Rp. 11.700.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
yang dikeluarkan oleh Bank BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta.

Harga termasuk pajak dan jasa perusahaan. Dibayarkan atas nama HARTADI, SH (PT. AFANTA
GEMILANG PERKASA) Jl. Jambon TR | No 489 RT 015 RW 004 Kricak Tegalrejo Yogyakarta No
Rekening: Bank BPD DIY Cabane Senopati No. Rekenineg : 006.111 001166 stac nama PT
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d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan inj adalah tanggal

c.

P‘Eﬂ}'ﬂﬁ&&iaﬂ SCmua ptke:jﬂﬂ n;

fvlasa fTHn.‘SiSIi adalah waktu antara berakhirnya kontrak pekerjaan ini pada tahun
2024 sampai dengan walkty mulaj kontrak selanjutnya pekerjaan ini pada tahun
2024. Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan ini pada masa transisi maksimal 14
(Fmpat belas) hlar.i kalender apabila belum ada kontrak baru untuk pekerjaan ini,
Jika masa transisi atas pekerjaan ini melebihj 14 (crmpat belas) hari kalender dan
penyedia lama telah melaksanakan kewajibannya pada masa transisi. maka
pelaksanaan pekerjaan ini selanjutya menjadi tanggungjawab PPKom/Pejabat
Penandatanganan Kontrak;

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan

permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
penyerahan pekerjaan;

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
dapat dibantu oleh pengawas peketjaan dan/atau tim teknis;

d. Apabila terdapat kckurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia  wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah  Pejabat
Penandatangan Kontrak;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK;

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SP dan penyedia
harus menyerahkan Sertifikat Garansi;

PERUBAHAN SP

a. SPhanya dapat diubah melalui adendum SPK;

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terda pat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:

- Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK:

- Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

- Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

- Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan; _

c. Untuk kepentingan perubahan SFK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu
Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak;

FERISTIWA KOMFENSASI

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :

a.

Pejabat Penandatangan Konfrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak pcr_lr}rcdia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata
tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
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19.

yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan olch Pejabat Penandatangan
Kontrak;

ketentuan lain dalam SPK :

- Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atay
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan;

- Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan olech penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa
Kompensasi;

- Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan Jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada Fejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;

- Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi;

PERPANJANGAN WAKTU

a.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat
Penandatangan  Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanjang tangzal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan
tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SFK;

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu
pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan
oleh penyedia;

PENGHENTIAN DAN FEMUTUSAN SPK

Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
Dalam hal SFK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar
kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan perlengkapan ini harus discrahkan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Konirak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat
Penandatangan Kontrak;

Biaya langsung demobilisasi personel;

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau
pihak penyedia,

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SFK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila;

Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan schat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;




1. Penyedia IlaIIaix"-:id-_ara janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditctapkan;

J. Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai
pelaksanaan pekerjaan;

k. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;

l. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

m. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak
3 (tiga) kali;

n. Fenyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Konirak;

0. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda
pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama
28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau

p. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran
untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK;

q. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penvedia:

r. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila diberikan);

s. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
t. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

u. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak
terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Fenandatangan
Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

FEMBAYARAN

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
b. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
c. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin yaitu :
4) Bulan Januari — Maret sebesar Rp. 35.100.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Seratus

Ribu Rupiah) dibayarkan pada bulan berikutnya;

b) Bulan April - Juni sebesar Rp. 35.100.000,~ (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu
Rupiah) dibayarkan pada bulan berikutnya;

¢) Bulan Juli - September sebesar Rp. 35.100.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Seratus
Ribu Rupiah) dibayarkan pada bulan berikutnya;

d) Bulan Oktober - Desember sebesar Rp. 35.100.000,- (Tiga Puluh Lima Juta
Seratus Ribu Rupiah) dibayarkan pada bulan Desember dengan menyerahkan
jaminan  pelaksanaan sebesar pekerjaan bulan Desember sebesar
Rp.11.700.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

d. Pembayaran melalui transfer BPD DIY dengan no rekening 006.111.001166 atas
nama FT. Afanta Gemilang Perkasa

e. Penyedia menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan
pekerjaan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak;

f. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

2. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah penyedia memenuhi persyaratan
terkait pembayaran pada bulan Desember dan Berita Acara Serah Terima




21.

22,
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24,

ditandatangani;

h. Pejabgt ?enanda?angan Kontrak dalam kurun wakiu 7 (tujah) hari kerja setelah
pengdjuat permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat
permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;

L. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisthan;

DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam Jjangka waktu pelaksanaan
pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban
untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000
(satu permil) dari nilai SP (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan
atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak
termasuk PFN);

b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual penyedia;

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau
Pengadilan Negeri;

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat
Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah
lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui
bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK

ni;

MASA BERLAKLU SPK

SPK ini berlaku sejak tanggal SPK ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan;
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SURAT P E M
Nomor : 05/PPK/Kebersihan Dinas/1/2024

Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Dinas Perindustrian Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  Drs. TRI KARYADI RIYANTO R. S.H.,M.Si.

NIP ¢ 19670119 199203 1 005

Jabatan :  Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Kantor Dinas Perindustrian I{ng:erasi Usaha Kecil dan Menengah Kota
Yogyakarta, Jl. Kenari No. 5 Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai “Pejabat Pembuat Komitmen”;

perdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 04/PPK/KD/1/2023 tanggal 02 Januari 2023
bersama ini memerintahkan : " ) 99

r

Nama :  HARTADI, SH

Jabatan :  Direktur Utama PT. AFANTA GEMILANG PERKASA

Alamat :JI. Jambon TR I No 489 RT 015 RW 004 Kricak Tegalrejo Yogyakarta
selanjutnya disebut "Penyedia”.

untuk segera memulai peleksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :

1.  Macam pekerjaan : Belanja Tenaga Cleaning Service Dinas Perindustrian
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Nilai Kontrak :  Rp. 140.400.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Empat
Ratus Ribu Rupiah)

3. Tanggal mulai keja : 02 Januari 2024

4.  Syarat-syarat :  Sesuai persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perintah

pekerjaan Kerja (SPK)

5. Waktu penyelesaian : selama 12 (Dua Belas) bulan dan pekerjaan harus sudah
selesai pada tanggal 31 Desember 2024

6. Hasil Pekerjaan : Belanja Tenaga Cleaning Service Dinas Perindustrian
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

7.  Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/

penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda
Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai
SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK sebelum PPN
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK

Yogyakarta, 02 Januari 2024

Menerima dan menyetujui Untuk dan atas nama
Untuk dan atas nama Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil
Penyedia dan Menengah Kota Yogyakarta,

Prgguna Anggaran [ Pejabat Pembuat

\RYADI RIYANTS

e

NIP. 19670119 199203

PT. AFANTA GEMILANG PERKASA

Direktur Utama



